BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Dalam era reformasi sekarang sebuah negara harus mempunyai tata kelola
yang baik termasuk Indonesia. Tata kelola yang baik dapat dilihat dari
pengelolaan keuangan yang dilakukan secara akuntabel dan transparan dimana
para pemakai laporan keuangan dapat mengakses informasi tentang hasil kinerja
pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat merupakan bentuk
pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2015, akuntansi berbasis akrual telah
ditetapkan pada laporan keuangan pemerintah pusat.

Penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk  mengatasi
ketidakcukupan basis kas memberikan data yang lebih akurat dan tepat. Setelah
12 tahun pembuatan laporan keuangan dan diaudit oleh Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK), pada tahun 2016 laporan keuangan pemerintah pusat
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti angka dan data
yang tersaji pada laporan keuangan pemerintah pusat mempunyai tingkat akurasi
yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satu
reformasi pemerintah pusat yaitu otonomi daerah. Reformasi ini berpengaruh
terhadap semua bidang termasuk bidang birokrasi pemerintah yang menuntut
beragam pengelolaan pemerintah yang baik.

Otonomi daerah adalah kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut



aspirasi masyarakat. Peraturan ini didasari oleh Undang-Undang No. 9 tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang
pemerintah daerah, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat dan
pemerintah daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya Undang—Undang No. 25
Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah dearah.

Otonomi daerah bagi Kabupaten Pati sangat berpengaruh terhadap
penyelenggaraan pemerintah daerah, kesejahteraan masyarakat didaerah Pati
semakin meningkat karena pembangunan didaerah disesuaikan dengan kebutuhan
daerah. Dalam penyesuaian tersebut tentu pemerintah daerah Kabupaten Pati
merencanaan pembangunan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya anggaran tersebut disajikan secara akuntabel
dan transparan dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada
suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan Kkinerja
perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). Menurut Standart Akuntansi Keuangan
(SAK) yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia (IAl) pada tahun 2009,
tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan suatu informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk dapat
mengambil keputusan. Peraturan menteri dalam negeri No. 64 Tahun 2013
mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan

berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual.



Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan
yang berkualitas, ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
PP No. 71 Tahun 2010, yaitu: keandalan, relevan, dapat diperbandingkan dan
dapat dipahami. Karakteristik tersebut dibutuhkan sebagai  bentuk
pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana publik yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk
menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah membutuhkan
sebuah sistem untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan
keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari
proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun
2007). Halim dan Kusufi (2012:84) menyatakan bahwa sistem akuntansi
pemerintah daerah terdiri empat prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi
penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas dan aset. Suatu organisasi pemerintah
dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan
daerah dapat tercapai salah satunya pemerintah mampu menyusun dan menyajikan
laporan keuangan daerah yang berkualitas. Dalam hal ini kapasitas sumber daya
manusia sangat dibutuhkan agar dapat merencanakan, melaksanakan dan

mengendalikan entitas yang bersangkutan.



Kapasitas sumber daya manusia adalah faktor untuk mencapai laporan
keuangan yang berkualitas. Menurut Emilda (2014) Kapasitas sumber daya
manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi untuk
melaksanakan fungsi-fungsinya atau kewenangannya untuk mencapai tujuan
secara efektif dan efisien. Kapasitas sumber daya manusia dapat membantu untuk
menghasilkan informasi, sehingga dalam proses pelaporan keuangan, sumber daya
manusia berperan penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam
penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan secara
otomatis akan meningkat. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah
dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada
kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan
standar yang ditetapkan pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan

kurang berkualitas (Lisda, dkk 2018).

Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki
tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan
untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Karakteristik
sumber daya manusia dilihat dari kerakteristik kemampuan (competency)
berdasarkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude).
Selain karakteristik diatas, perlu adanya pemanfaatan teknologi untuk
memberikan kemudahan sumber daya manusia dalam mengolah data secara cepat

dan efisien (Lisda, dkk 2018).

Teknologi informasi berperan penting dalam menyediakan informasi yang

bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam



hal pelaporan keuangan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan
dengan lebih efektif. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan
untuk mengolah data, meliputi: memproses, mendapatkan, menyusun,
menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan
informasi yang berkualitas sehingga informasi yang dibutuhkan akan relevan,
akurat dan tepat waktu yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pribadi,
bisnis dan pemerintahan yang strategis untuk pengambilan keputusan (Lisda, dkk
2018).

Setiap instansi juga sangat membutuhkan teknologi informasi yaitu berupa
Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) atau Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKDA) yang digunakan sebagai alat bantu untuk
meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan
keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif,
transparan, akuntabel dan auditabel. Merupakan suatu aplikasi yang dibuat dan
dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangannya.

Aplikasi ini membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah secara terintegrasi dan akurat, dimulai dari penganggaran,
penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Sistem Manajemen Daerah
(SIMDA) sudah digunakan lebih dari 400 pemerintah daerah di Indonesia.

Bahkan, sekarang dengan berlakunya akuntansi pemerintahan berbasis akrual



basis, pemerintah daerah yang menggunakan Sistem Manajemen Daerah
(SIMDA) akrual basis sudah hampir mencapai 500 pemda.

Pada selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah
sistem pengendalian intern. Pemerintah daerah harus membangun dan memiliki
sistem pengendalian internal yang baik. Sering terjadinya penyelewengan
keuangan negara, pemborosan anggaran, dan kualitas laporan keuangan
pemerintah yang buruk. Salah satunya adalah lemahnya sistem pengendalian
internal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat
penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK
memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), artinya bahwa laporan keuangan suatu entitas
pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan
berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini
Tidak Wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi
Pendapat (TMP) (Lisda, dkk 2018).

Pada kenyataannya, fenomena yang terjadi saat ini masih banyak laporan
keuangan yang disusun tidak berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan (BPK).
Kabupaten Pati tahun 2014 penataan aset atau barang milik daerah belum

memadai. Masih ada double catat, kurang catat, salah catat, dan seterusnya.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pati tahun 2014,
hanya tercatat Rp 671 Milyar dari Rp 1,8 triliun aset Kabupaten Pati yang belum
bisa diyakini. Sebagai contoh, sudah punya embung dan tanah, tapi pencatatannya
kurang. Kemudian yang paling besar adalah tanah di bawah jalan dan tanah di
bawah sungai juga belum dihitung. Opini yang diperoleh oleh pemerintah
Kabupaten Pati saat itu adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini
tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat mengenai
kemungkinan telah terjadi banyak penyimpangan anggaran.

Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan
tersebut belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah
karena lemahnya pengawasan internal, penyajian yang belum sepenuhnya sesuai
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan kurang memadainya kapasitas suber daya manusia
pengelola keuangan.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pati tahun
anggaran 2017 mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan pada sistem
pengendalian intern pada laporan keuangan, antara lain: Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa Juawana 11 (RUSUNAWA) pada Dinas Peremukiman
(DIPERKIM) belum memadai, di antaranya terdapat Satuan Rumah Susun
Sederhana Sewa (SARUSUNAWA) yang telah ditempati namun tidak dilengkapi
perjanjian sewa dan berita acara serah terima rusunawa, pembayaran uang sewa

dari penghuni tidak sesuai, besaran uang jaminan sewa Rumah Susun Sederhana



Sewa Juwana 11 (RUSUNAWA) belum diatur secara tertulis, uang jaminan sewa
tercampur dengan uang pribadi bendahara penerimaan Dinas Permukiman
(DIPERKIM) dan tidak terdapat pencatatan atas mutasi uang jaminan pada
rekening pribadi yang mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan dan
permasalahan hukum, potensi hilangnya pendapatan, tujuan penerimaan uang
jaminan tidak tercapai dan pencatatan uang jaminan tidak diyakini.

Selain itu, pengelolaan remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah
RSUD RAA Soewondo dan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kayen belum
memadai, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran remunerasi kepada direktur
RSUD RAA Soewondo sebesar Rp.114,95 juta, kurang pembayaran kepada wakil
direktur administrasi dan keuangan RSUD RAA Soewondo sebesar Rp.103,86
juta, dan kurang pembayaran remunerasi kepada wakil direktur pelayanan sebesar
Rp.11,09 juta, kelebihan pembayaran kepada PIt. wakil direktur administrasi dan
keuangan RSUD RAA Soewondo sebesar Rp.59,08 juta, serta kelebihan
pembayaran tambahan penerimaan remunerasi kepada kepala instalasi,
kooordinator IPCN, staf akuntansi, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran
dan kepala instalasi k3 sebesar Rp.845,44 juta.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga menemukan adanya
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam pengelolaan
keuangan daerah, yaitu: Terdapat penggunaan langsung atas pendapatan daerah
minimal sebesar Rp.572,97 juta yaitu sebesar Rp.67,93 juta pada UPT Labkesda,
sebesar Rp.115,47 juta pada 14 UPT Puskesmas, dan sebesar Rp.389,57 juta pada

BLUD RSUD RAA Soewondo TA 2017,serta terdapat pengeluaran sebesar



Rp.32,00 juta pada UPT Labkesda yang belum dapat dijelaskan penggunaannya
yang mengakibatkan penggunaan dana tersebut tidak dapat dipantau
pertanggungjawabannya dan tidakmencerminkan realisasi pengeluaran yang
senyatanya. Kemudian adanya kekurangan volume pekerjaan terpasang pada tiga
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp.672,31 juta dan denda
keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.335,28 juta belum dikenakan yang
mengakibatkan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp.347,52 kurangnya prestasi
pekerjaan yang diterima pemerintah daerah sebesar Rp.324,79 juta dan
pendapatan denda yang belum diterima sebesar Rp.335,28 juta.

Berdasarkan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) tersebut pemerintah
Kabupaten Pati harus melakukan banyak perbaikan dalam laporan keuangan,
untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat. Komponen yang
dibutuhkan adalah suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan
informasi sehingga untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus melalui penerapan sistem
akuntansi keuangan daerah yang baik pula. Komponen yang sangat perlu untuk
dikenali dan dipahami untuk mendukung kualitas laporan keuangan daerah
meliputi faktor-faktor seperti kapasitas sumber daya manusia, pemanfaaatan
teknologi informasi antara lain perangkat keras dan perangkat lunak.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkenal dengan pengaruh laporan
keuangan daerah diantaranya dilakukan oleh Lisda, dkk (2018) membuktikan
bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah perpengaruh positif terhadap

laporan keuangan daerah, Harnoni (2016) melakukan penelitian yang
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membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menurut peneliti Harnoni (2016)
membuktikan bahwa pemanfaatan tekhnologi informasi tidak berpengaruh dalam
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Abidin, dkk (2018) membuktikan implementasi sistem manajemen
daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,
Menurut Moha, dkk (2017) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh
Lisda, dkk (2018) yang meneliti tentang penerapan sistem akuntansi keuangan
daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.
peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena masih ada perbedaan hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Perbedaan yang dilakukan oleh penelitian sekarang dengan terdahulu yaitu
pertama, ada penambahan beberapa variabel independen yaitu implemetasi sistem
menajemen daerah karena peneliti ingin mengetahui apakah implementasi sistem
manajemen daerah di seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Pati berpengaruh poitif atau negatif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah dan penambahan variabel kedua yaitu sistem
pengendalian intern karena terinspirasi dari opini Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pati bahwa Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) tahun 2017 menemukan adanya kelemahan pada sistem

pengendalian intern, peneliti ingin mengetahui apakah sistem pengendalian intern
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berpengaruh poitif atau negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan
kedua objek penelitian yaitu peneliti ini dilakukan pada Kabupaten Pati sedangkan
penelitian sebelumnya dilakukan pada Kota Cimahi.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian pada Kabupaten Pati tersebut,sehingga penelitian ini diberi judul :
“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas
Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Implementasi
Sistem Manajemen Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati)”

1.2  Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi permasalahan sebagai berikut :

a. Lokasi penelitian ini di organisasi perangkat daerah Kabupaten Pati

b. Dalam penelitian ini momfokuskan pada unsur penerapan sistem akuntansi
keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi
informasi, implementasi  sistem manajemen daerah dan sistem
pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah.
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Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati?

. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati?

. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati?

. Apakah implementasi sistem manajemen daerah berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati?

. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati?

1.4 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui :

1. Untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Pati

2. Untuk menganalisis kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati
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3. Untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati

4. Untuk menganalisis impementasi sistem manajemen daerah berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati

5. Untuk menganalisis sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati

Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang

membacanya maupun Yyang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun

kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
menambah wawasan serta lebih mendalami dan memahami lagi mengenai
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana pada Universitas Muria Kudus
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati

Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan informasi yang
bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
bagi Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan
dibidang pemerintahan, khususnya dalam penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi
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informasi, implementasi sistem manajemen daerah dan pengendalian intern

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan agar dapat memberikan partisipasi,pengawasan dan
memberikan kontribusi dalam perbaikan dan peningakatan akuntabilitas dan
transparansi pertanggungjawaban kauangan daerah dengan penerapan standart
akuntansi pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan laporan keuangan

keuangan yang berkualitas.



